BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI TERHADAP BENCANA BANJIR

Menimbang :

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman,
resiko, dan dampak bencana, perlu diatur rencana
kontinjensi terhadap ancaman Bencana Banjir;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan
kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan
rencana kontinjensi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kontinjensi Terhadap Bencana
Banjir;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 35)
Undang-Undang Darurat Nomor S5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



Menetapkan :

4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Pengendalian dan  Penanggulangan  Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5543);

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas

Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6019);

. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan

Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7

Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan
Bencana Tahun 2020-2024;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7
Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan
Bencana Tahun 2020-2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 1
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018
Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI
TERHADAP BENCANA BANJIR.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Bangka.
Bupati adalah Bupati Bangka.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan

segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.

. Perencanaan Kontinjensi merupakan salah satu dari berbagai rencana yang

menggunakan dalam siklus manajemen risiko.

. Rencana Kontinjensi Banjir adalah rencana yang digunakan dalam keadaan

banjir atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi banjir.

. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana

pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui Langkah
yang tepat guba dan berdaya guna.

Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaaan yang ditetapkan
oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka.

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan
sarana.

Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa
keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti akibat
dampak buruk bencana.

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.

Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu Tim yang
dibentuk oleh Bupati, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis
terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan
dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan,
penilaian kerusakan dan kerugian dalam penanganan darurat bencana.



17.

18.

19.

(1)

(2)

Penilaian kebutuhan adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan
jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan
korban bencana meliputi pencarian dan penyelamatan, bantuan medis,
penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air
bersih dan sanitasi.

Penilaian kerusakan dan kerugian adalah serangkaian kegiatan
pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi, dan
penyebab bencana serta kondisi mutakir (korban,kerusakan dan kerugian
serta dampak bencana).

Rapid Assement adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi dan data yang berguna untuk melakukan tindakan
intervensi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penanganan bencana dengan
upaya pengurangan resiko bencana.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya
penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana antar stakeholder
yang cepat dan efektif di Kabupaten Bangka.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA KONTINJENSI
PASAL 3

(1) Dokumen Rencana Kontinjensi penanggulangan bencana banjir diatur

dalam pedoman yang memuat situasi, tugas pokok dan sasaran
penanganan darurat bencana, pelaksanaan administrasi, logistik dan
rencana tindak lanjut bencana banjir.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BABI Pendahuluan;

BABII Situasi;

BAB III : Tugas pokok dan sasaran penanganan darurat bencana;
BAB IV : Pelaksanaan;

BABV Administrasi dan Logistik;

BAB VI : Pengendalian; dan

BAB : Rencana tindak lanjut.

(3) Dokumen Rencana Kontinjensi penanggulangan bencana banjir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir bersifat dinamis yang akan

dioperasionalkan setelah melalui rapid assament sesaat setelah terjadi
bencana banjir.

(2) Rencana Kontinjensi Banjir ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila

tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat
itu.



(3) Rencana Kontinjensi Banjir dapat dioperasionalkan menjadi bahan
masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI BANGKA,
dto
MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto
ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan SesuaiDenganAslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA/IVa
NIP. 197410082005012007



